BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

=

BUPATI DELI SERDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tala Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Deli Serdang.

bahwa |untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas,
maka |perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Deli Serdang.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam| Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor| 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tlentang



Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tmdonesia Nomor
22340};

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55387) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeril:ltahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubhik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pf:rang}:cat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun | 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
chubﬁk Indonesia Nomor B5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017
tentang Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 23
Tahun| 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
3 Tahun 2016).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DELI SERDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang,

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. DBupati adalah Bupati Deli Serdang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Deli Serdang.

5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Deli Serdang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

9. Beksi |adalah Seksi pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

10, Sub |Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli
Serdang.



12)

(3)

)

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai
negeri | sipil yang diberikan tugas oleh pejabat yang
berwenang dalam pelaksanaan kegiatan yang sesual
dengan profesinva dalam rangka kelancaran tugas
pemerintahan.

12. Tugas adalah urusan yang diberikan atau dilimpahkan
kepada seseorang yang harus dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang
berlalku.

13. Fungsi adalah kelompok usaha yang satu sama lainnya
mempunyai hubungan vang erat untuk

menyelenggarakan tugas pokok.

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli
Serdang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi
kewenangan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli
Serdang sebagaimana dimaksud pada avat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Penecatatan Sipil Kabupaten
Deli Serdang vang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati Deli Serdang melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli
Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
tugas membantu Bupati Deli Berdang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang dibﬂl‘i kan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli
Serdang merupakan Perangkal Daerah dengan Tipelogi A,



(1)

(2)

(5)

BAR III

SUSUNAN ORGANISAS]I DAN NOMENKLATUR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 3

Susunan brganisasi Dinas Kependudukan dan Peneatatan

Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretgriat:

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kepend:udukan;

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

g Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

diatas terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2} Sub Bagian Keuangan;

3} Sub Bagian Perencanaan.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada ayat (1) huruf

¢ diatas terdin dari :

1} Seksildentitas Penduduk;

2) BSeksi Bindah Datang Penduduk;

3) Seksi F;endalaam

Bidang Pelayvanan Pencatatan Sipil pada ayat (1) huruf d

diatas tercﬁiri dari :

1) Seksi Kelahiran;

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;

3) Seksi |Pembahan Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian.

Bidang P%m gelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

pada ayat (1) huruf e diatas terdin dari :

1) Seksi E;,istem Informasi Administrasi Kependudukan;

21 Beksi ﬁengﬂulaan dan Penvajan Data Kependudukan:



3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
Informasi dan Komunikasi.

(6) Bidang Pe anfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada avat

(1) huruf f d1ar_as. terdiri dari -
1) Seksi Kerjasama;
|

2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan:
3) Seksi Inovasi Pelayanan.

Pasal 4

Tugas Pokok F"L;mgsi, Uraian Tugas dan Bagan Strukrur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil schagaimana

tercantum pa_dia lampiran I dan ]l sebagai bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.,

BAB IV

| TATA KERJA

| Pasal 5
|

Kepala Dinas, E;pekremris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian
dan Kepala Sf!:ksi, sesuai dengan tugas dan fungsi dan wajib
menerapkan p]%insip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina,
mengawasl, memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan
laporan, berta%nggung jawab baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di hingkungan Pemenntah
Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah
seslal dengan tugas masing-masing.

| BAB YV
Jﬁ]?fATAN PERANGKAT DAERAH

: Pasal £

|
(1) Kepala Dilnas merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan
Pimpinan [l"inggi Pratama;

(2) Selﬁetarisé Dinas merupakan jabatan eselon llla atau Jabatan



(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon Illb atau Jabatan
Administrator;

| :
(4} Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi metrupakan jabatan
struktural leselon 1Va atau Jabatan Pengawas;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum dilaksanakan pengangkatan dan pengukuhan, pemangku
jabatan perangl;iat daerah yang nomenklatur jabatannya berubah
masih tetap melaksanakan tugas pokek dan fungsi sampai dengan

diangkat dan dikukuhkan sebagai pemangku jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlalﬂ.;mya Peraturan Bupati ini, maka Bagian Keempad,
Paragraf Kesebelas, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Lampiran XIV
Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasgl ©

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuin va, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Deli? Serdang,

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI DELI SERDANG
ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pal«:f.a_-rn
pada Tanggal 17 Januari 2020

SEKRTETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

ttd
DARWIN ZEIN, 85.Sos

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 Nomor : 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERA PERMATA SARI, . MM
NIF. 19710223 199503 2 D03
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